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IMPLEMENTASI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
THE IMPLEMENTATION OF THE TRIDHARMA OF HIGHER EDUCATION

Nomor : 0000/UN18/KS/2025

Ref. Number :

(PARTNER)

Pada hari ini tanggal bulan

On , , , 2025, made and

tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (_ — —
2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

UNIVERSITAS MATARAM

Perguruan Tinggi Negeri yang berkedudukan di
Jalan Majapahit No. 62 Mataram Provinsi Nusa
Tenggara Barat dalam hal ini diwakili oleh Prof.
Ir. Bambang Hari Kusumo, M.Agr.St., Ph.D.
selaku Rektor Universitas Mataram, yang diangkat
berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik
Indonesia Nomor : 11686/MPK.A/KP.07.00/2022
tanggal, 15 Februari 2022 tentang Pengangkatan
Rektor Universitas Mataram Periode 2022-2026
bertindak dalam jabatan tersebut, dari dan oleh
karenanya untuk dan atas nama Universitas
Mataram, untuk selanjutnya disebut “PIHAK
PERTAMA”

dan

(Nama Partner/Institusi)

signed a Memorandum of Understanding by and
between:

UNIVERSITY OF MATARAM
The State University is located at Jalan
Majapahit No. 62, Mataram, West Nusa

Tenggara Province, represented by Prof. Ir.
Bambang Hari Kusumo, M.Agr.St., Ph.D., as
the Rector of the University of Mataram,
appointed based on the Decree of the Minister of
Education, Culture, Research, and Technology of
the Republic of Indonesia Number: 11686/
MPK.A/ KP.07.00/ 2022 dated February 15,
2022, about the Appointment of the Rector of the
University of Mataram for the 2022-2026
period, acting in that position, and therefore for
and on behalf of the University of Mataram,
hereinafter referred to as the “FIRST PARTY”

and

(Name of partner/institution)

Yang didirikan berdasarkan

hukum Republik Indonesia dan berkedudukan di
, dalam hal ini diwakili

, selanjutnya disebut

selaku
“PIHAK KEDUA”

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara
kolektif disebut sebagai PARA PIHAK, dan
secara individual disebut sebagai PARA PIHAK.
Selanjutnya, PARA PIHAK dalam posisi
masing-masing sebagaimana disebutkan di atas
terlebih dahulu menjelaskan sebagai berikut:
a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perguruan
Tinggi Negeri yang didirikan berdasarkan
Keputusan Menteri PTIP Nomor : 139/62

Established under the laws of the
Republic of Indonesia and located at , In
this case represented by as
, hereinafter referred to as

the “SECOND PARTY”

The FIRST PARTY and the SECOND PARTY

are collectively called the PARTIES, and

individually referred to as the PARTY.

Furthermore, PARTIES in their respective

positions above first explain as follows:

a. whereas the FIRST PARTY is a higher
education institution established based on the
Decree of the Minister of Higher Education
and Science of Indonesia, Number 139/62,



Tanggal 3 November 1962 yang mempunyai
tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan
Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada
Masyarakat;
b. bahwa PIHAK KEDUA adalah
yang didirikan berdasarkan,
yang mempunyai tugas ;
c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan
kompetensinya mempunyai itikad baik untuk
bersinergi  dalam  upaya  mewujudkan
peningkatan kualitas sumber daya yang
dimiliki PARA PITHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA
PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama
tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing
dalam Nota Kesepahaman (Memorandum of
Understanding), dengan ketentuan dan syarat
sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk
memberikan landasan hukum bagi PARA
PIHAK dalam melaksanakan kerja sama
guna meningkatkan kemampuan segenap
potensi dan sumber daya yang tersedia pada
PARA PIHAK;

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk
meningkatkan dan mengembangkan ilmu
pengetahuan, teknologi serta segala sumber
daya yang tersedia pada PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang dimaksud pada Nota
Kesepahaman ini adalah mencakup kegiatan
berikut:

a. Bidang Pendidikan;

b. Bidang Penelitian;

c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
d. Kolaborasi Lain-lain yang diperlukan

Pasal 3

TUGAS DAN WEWENANG

PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan
yang ada dan sumber daya yang tersedia akan
saling menyediakan fasilitas yang diperlukan
untuk  pelaksanaan  kerja  sama  dalam
penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian,
Pengabdian kepada Masyarakat, dan lain-lain
sesuai kesepakatan.

dated November 3rd, 1962, and is engaged in

the fields of Education, Research, and
Community Service

b. whereas the SECOND PARTY is
established based on

with the
duty ;

c. The PARTIES, within the scope of their

respective competencies, are committed to
collaborating in good faith to enhance the
quality of the resources possessed by both
PARTIES.

Based on the aforementioned, the PARTIES
agree to establish a collaborative agreement
without affecting their respective primary
responsibilities, as detailed in this Memorandum
of Understanding, subject to the terms and
conditions set forth in the following sections:

Article 1

OBJECTIVES AND PURPOSES

(1) This Memorandum of Understanding is
intended to establish a legal framework for
the PARTIES to collaborate in enhancing
the capabilities and leveraging the full
potential of the resources available to each
PARTY.

(2) This Memorandum of Understanding aims
to advance and develop knowledge,
technology, and all resources at the disposal
of the PARTIES.

Article 2

SCOPE

The scope referred to in this Memorandum of
Understanding includes the following activities:
a. Education;

b. Research;

c¢. Community Service;

d. Other necessary collaborations.

Article 3

DUTIES AND AUTHORITY

The PARTIES, within their respective areas of
authority and available resources, shall

collaboratively provide the necessary facilities
for the effective implementation of cooperation
in the fields of Education, Research, Community
Service, and other mutually agreed-upon
activities.



Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA SAMA
Nota Kesepahaman ini berfungsi sebagai kerangka
dari Perjanjian Kerja Sama (PKS), yang akan
dikembangkan dan disepakati secara tertulis untuk
setiap bidang kerja sama tertentu.
Perjanjian-perjanjian  ini  akan dilaksanakan
dan/atau ditindaklanjuti oleh berbagai fakultas,
lembaga, dan/atau unit kerja di dalam PIHAK

PERTAMA dan unit-unit terkait di dalam
PIHAK KEDUA.

Pasal §

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka

penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam
Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan
kesepakatan tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama
tersendiri yang disepakati dan ditandatangani oleh
PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan
dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota
Kesepahaman ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka
waktu selama 5 (lima) tahun sejak tanggal
ditandatangani PARA PIHAK;

(2) PARA PIHAK dapat memperpanjang Nota
Kesepahaman ini untuk periode berikutnya,
setelah ada persetujuan PARA PIHAK paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota
Kesepahaman ini berakhir;

(3) Apabila salah satu PIHAK bermaksud
mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum
tanggal berakhirnya Perjanjian ini, maka
PIHAK  lainnya  dapat  mengajukan
permohonan secara tertulis kepada PIHAK
lainnya, paling lambat diterima 2 (dua)
bulan sebelumnya;

(4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau
batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan
perundang-undangan atau kebijakan
pemerintah yang tidak memungkinkan
berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

KORESPONDENSI

PIHAK KESATU:

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan
Sistem Informasi

Article 4

IMPLEMENTATION

This Memorandum of Understanding serves as a
framework for the Memorandum of Agreements,
which will be developed and formally agreed
upon in writing for each specific area of
collaboration. These agreements will be executed
and/or followed wup by various faculties,
institutions, and/or working units within the
FIRST PARTY and corresponding units within
the SECOND PARTY.

Article 5

FUNDING

The funding arising from the implementation of
activities agreed upon in this Memorandum of
Understanding shall be regulated by a written
agreement in a separate Memorandum of
Agreement. This agreement, which will be
mutually agreed upon and signed by the
PARTIES, will form an integral part of this
Memorandum of Understanding.

Article 6
DURATION
(1) This Memorandum of Understanding shall
be effective for a period of 5 (five) years
from the date of signature by the PARTIES.

(2) The PARTIES may extend this
Memorandum of  Understanding  for
additional periods, subject to mutual
agreement, provided that the extension

request is made no later than 30 (thirty)
days prior to the expiration of the current
term.

(3) Should any PARTY intend to terminate this
Memorandum of Understanding prior to its
expiration, the other PARTY may submit a
written request for termination, to be
received no later than 2 (two) months
before the intended termination date.

(4) This Memorandum of Understanding may
terminate or become void automatically if
there are changes in laws or government
policies that render the continuation of this
Memorandum of Understanding impossible.

Article 7

CORRESPONDENCE

FIRST PARTY:

Vice Rector for Planning, Collaboration, and
Information Systems



Alamat: Jalan Majapahit No. 62 Mataram, Nusa
Tenggara Barat, Indonesia 83125

Email: oia@unram.ac.id

No. Telepon: +62370 633007, +62370 633116

Address: Jalan Majapahit No. 62 Mataram, Nusa
Tenggara Barat, Indonesia 83125

Email: oia@unram.ac.id

Phone Number: +62370 633007, +62370633116

PIHAK KEDUA: SECOND PARTY:
Alamat: Address:

Email: Email;

No. Telepon: Phone Number:

Fax: Fax:

Pasal 8 Article 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DISPUTE RESOLUTION

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan
dalam penafsiran atau pelaksanaan
ketentuan-ketentuan dari Nota Kesepahaman ini,
PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan
secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9
LAIN-LAIN

(1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat
dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis
PARA PIHAK;

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota
Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan
kemudian dalam Addendum yang disepakati
secara tertulis oleh PARA PIHAK serta
merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam
rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan
ditandatangani PARA PIHAK pada hari dan
tanggal sebagaimana disebutkan di bagian awal
Nota Kesepahaman ini, serta masing-masing
mempunyai kekuatan hukum yang sama.

In the event of any disputes arising from the
interpretation or implementation of the
provisions of this Memorandum  of
Understanding, the PARTIES agree to resolve
such disputes through deliberation to reach a
consensus.

Article 9

MISCELLANEOUS

(1) Amendments to this Memorandum of
Understanding may be made based on a
written agreement between the PARTIES.

(2) Matters not sufficiently addressed in this
Memorandum of Understanding will be
regulated and established subsequently in an
Addendum, which shall be agreed upon in
writing by the PARTIES and shall
constitute an integral part of this
Memorandum of Understanding.

This Memorandum of Understanding is executed
in 2 (two) original copies, duly stamped, and
signed by the PARTIES on the day and date
specified at the beginning of this Memorandum
of Understanding, with each copy holding equal
legal force.

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
FIRST PARTY SECOND PARTY
Prof. Ir. Bambang Hari Kusumo, M.Agr.St.,

Ph.D (Position)

REKTOR/RECTOR



